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MOTTO
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Tuhan siapkan. Kita hanya dapat menunggu dan tetap berusaha .

Aji Akbar Soemarjono



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,
atas berkat rahmat dan Kkarunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul
“KEDUDUKAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG ALAS HAK
ATAS TANAHNYA DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin
menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan
semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario
Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan
untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Hj. Umi
Enggasari, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai
penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. dan Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H
Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan
waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama
menyelesaikan skripsi ini.

4. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang senantiasa
mendampingi, mendampingi, dan mengarahkan penulis agar dapat mengikuti
perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama
penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya.

6. Kedua Orang Tua yang saya cintai serta Keluarga besar saya yang senantiasa
memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.

7. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa
yang terbaik.

Vi



Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian
dibalaskan oleh Allah SW.T dan saya sebagai penuli memohon maaf apabila
dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

enulis

—~

Aji Akbar Soemarjono

Vil



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . Aji Akbar Soemarjono
NPM - 16300153
Alamat - Taman Indah Regency CA-12, Sidoarjo

No. Telp. (HP) : 081233383185

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KEDUDUKAN
SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG ALAS HAK ATAS TANAHNYA
DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN™ adalah murni
gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun
jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun
autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh
Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban

ctika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Januari 2023

;:gzés )!

METERAI
TEMPEL
CAAKX628554530

AJl AKBAR SOEMARJONO
NPM: 16300153

vill



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Sertipikat Hak Tanggungan Yang Alas
Hak Atas Tanahnya Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan
tersebut. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah kedudukan
Sertipikat Hak Tanggungan atas hak atas tanah yang dijaminkan setelah putusan
pengadilan membatalkan alas hak atas tanah tersebut dan perlindungan hukum
terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas hak atas tanah yang alas haknya
dinyatakan batal tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode
penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal alas
hak atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan dibatalkan dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengakibatkan batal dan
hapusnya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut. Kemudian perlindungan hukum
terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut berupa perlindungan
preventif yang dilakukan sebelum kredit diberikan yaitu dengan melakukan
analisis kredit melalui 5 of C, 7 of P dan 3 R secara seksama dan mendalam. Di
samping itu juga dapat dilakukan pengikatan jaminan tambahan berupa jaminan
perorangan (Borgtocht). Sedangkan perlindungan represif bilamana terjadi kredit
bermasalah, maka dilakukan restrukturisasi kredit dan apabila tidak berhasil,
maka dilakukan penyelesaian kredit dengan cara melakukan gugatan ke
pengadilan atas dasar wanprestasi dan juga dapat dilakukan oleh bank dengan
melakukan hapus buku

Kata Kunci: Hak atas Tanah; Hak Tanggungan; Putusan Pengadilan; Perlindungan
Hukum.



ABSTRACT

This thesis discusses the Position of Mortgage Certificates whose Land
Rights Grounds were Canceled Based on Court Decisions which have permanent
legal force against the creditors' rights of the Mortgage holders. The formulation
of the problem contained in this thesis is the position of Mortgage Certificates on
land rights that are collateralized after a court decision cancels the land rights
and legal protection for creditors holding mortgage rights over land rights whose
rights are declared null and void. The research method used is a normative
research method with statutory, contextual, and case approaches. The results of
the study show that in the case of land rights that have been encumbered with
Mortgage Rights are canceled by a court decision that has permanent legal force,
it can result in canceling and erasing the Mortgage Certificate. Then the legal
protection for the creditor holding the Mortgage is in the form of preventive
protection which is carried out before credit is given, namely by conducting a
credit analysis through the 5 of C, 7 of P and 3 R carefully and in depth. In
addition, it is also possible to bind additional collateral in the form of a hanging
guarantee (Borgtocht). While repressive protection in the event of problem loans,
then credit restructuring is carried out and if it is not successful, then credit
settlement is carried out by filing a lawsuit to court on the basis of default and can
also be carried out by banks by writing off the book

Keywords: Land rights; Mortgage right; Court ruling; Protection Law.
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